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BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMORIe TAHUN 2015

TENTANG

PE}.IYEFIAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA

PERSEROAI\{ TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERT{H
SULAWES1 SEL,{TAN DAN SULAWESI BARAT

rAHUN 20 15

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bah'r'a untuk melaksanakan ketenruan pasal S peratu.ran
Dae.air Kabupatcn Luwu Timur Nomor 1 TahuD 2013
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Lu$u Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank
Pembangrnan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Baiat
perlu menetapkan Peratturan Bupati trnrang penyertaao
Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada
Pcrseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawcsi
Selatan Dan Sulawesi Barat Tahun 2Ol5:

Mengingat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
PeBbentukan Kabupaten Luwu Timur da:r Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sula*-esi S€latan {t€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOai Nomor 27,
Tambahan l€mbaian Negara Republik Indonesia Nomor
4274].;

2. Undaig-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Reputllik Iqtlotresia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3- Undalg-Undang Nomor 1 ?ahun 2OO4 tentang
Perbeadaharaan N€gara (kmbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha.n l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oi1 tentang
Pernb€ntukan Peraturan Perundang-undangan
(i,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor
a2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba]rar Irmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-





Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
PengeloLaan Keuangan Daerah (kmbararr Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambaha.n
Ifmbaian Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Homan Pengelolaan Keuanga! Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selata! Nomor 14
Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank
Pembarrgunarr Daerah Sulawsi Selatan Dan Sulawesi
Barat (L€mbaran Daerah Prcvinsi Sula,,esi Selatarr
Tahun 2011 Nomor l4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangai
Daerah Kabupaten Luwu Timur {Lembaral Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lu$'Lr Timur Nomor 23)
sebagaimarra telah diubah dengan Peraturan Daerah
KabupateB Lu*,u Timur Nomor 12 Tahun 2014
(I,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur ?ahun 2014
Nomor 12, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

lO. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1

Tahun 2013 tentang Penambahan Peryertaar Modal
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
dan Sulawesi Barat (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu
fimur Talun 2Ol3 Nomor I );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2O15
(l-embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lu$u Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Taltun 2014 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Luv/u Timur Nomor 68 Tahun 2014
tentang Penjabaian Anggaran Pendapata'l dan Belanja
Daerah Kabupaten LuEu Timur Tahun Anggaran 2Oi5
(L€mbararl Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2O15 (Berita
Daerah tGbupaten Luwu Timur Tahun 2Ol5 Nomor i4); 
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Menetapkan
MEMUTUSXAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEI,IYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TTMUR KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUI^AWESI SEI.ATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN
2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yaag dimaksud dengan
1. Daeral ada-lah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalaL adalah kepala daerah sebagai ursur

penyeienggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yaflg menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan

SuLawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Bank
Provinsi Sulawesi Selatan dan SuLawesi Barat.

5- Penlertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah
pada suatu usaha bersarna atau pemanfaat Modai Daerah oleh pihak
ketiga dengan suatu imbalan tertentu yang merupakan kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Daerah pada PT.
Bank Sulselbar.

6. Dewan Perwakilan Rak1rat Daerah yang seLanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan ra.lryat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Deviden adalah Pene.imaan Dacratr dari hasil pungutan modal kepada
PT. Bank SulSelbar.

8. Angar-an Pendapatan dan Belanja Daerah yang seLanjutnya disingkat
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB N

MAKSUD DAN TUJUAN

Passl 2

(1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatal
produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah
dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

(2)Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk menunjang
percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber
pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada F I- Bank- 
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Ba'st senilai
Rp IO.OOb.OOO.OOO,OO (sepuluh milyar rupiah) yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Ti n.E Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang
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Penye.taan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timu Pada PI. Bank
Sulsel, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada
Pl. Bark Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
senilai RpIO-OOO.0OO.OOO,OO (sepuluh mityarrupiah) yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah lhbupat€n Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2O1l
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur Kepada PT. Bar& Sulsel, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Sel,atan
dan Sulawesi Barat senilai RpI5.OOO.OOO.OOO,OO oima belas milyar
rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Tirnur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada Pf. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan dan Sulawesi Barat senilai RpI0.OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh mil5'ar
rupiah) yarg ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor
4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur kepada PI. Banl( Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat sehingga total saat ini berjuml,ah Rp 45.OOO.OOO.O0O,-
(empat puluh lima milyar rupiah).).

(2) Dengan Peraturar Bupati ini Pemeriotah Kabupaten Luwu Timur
melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank
Pembangr.rnan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar
Rp25.OOO.OOO-OOO,OO (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2015.

(3) Besarnya jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Ba.at sebagaimana dimatsud
pada ayat (r) dan ayat (2) sebesar Rp 7O-OOO.OOO.OOO,OO (tujuh puluh
milyar rupish)-

Pasal 4

Modal sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari
APBD-P Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol5 pada Pos
Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Passl 5

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat setiap
tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban kepada Bupati
berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT. Barrk
Pembangurrarl Daerah Sulawesi Selatan darl Sulawesi Barat.

Pasal 6

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah Kabupaten Luwu Timu.r atas
Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. !f1





Pasal 7

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6, yang
merupakan Pcrrdapatan Asl.i Daera]r harus disetor menjadi penerimaal kas
berdasarkan ket€ntuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasa.l 8

Perat!.ran Bupati ini mulai berlaku pada tangtaal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengaJl penempatarnya dalam Berita Daerah Kabupatsn Luwu
Timur. *l

Ditetapkan di Malili
pada tanggal ,1 Juli 2015

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HA'ITA M.

Diuodangkan di M.lili
pada tanggal, 1 Juli 2ol5
SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NoMoR I q

STEiIPEL PARAF TOORDINA;i
UINAS PEII DAPATA}{, FENGELOTAAN KEUANGA','

DAt{ ASSET DAERAH KI,}, TiMUR

ASISTEN
IKADIS

l{isrr€'r6 / KAS|

TEI-AH DIPERIKSA PA AF
SEKDA

KABID
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